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ABSTRAK
Disertasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman pengaturan dan pelaksanaan kewenangan bidang pendidikan menengah antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratdan untuk menemukan konsep yang dapat dijadikan dasar pemikiranbagi pengaturan dan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikantersebut untuk kemajuan pendidikan nasional.Perubahan UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahbertujuan agar adanya hubungan yang harmonis dan sinergis antar tingkatan dan susunan pemerintahan serta untuk meningkatkan efektivitas urusan pemerintahan.Namun pengaturan urusan bidang pendidikan menengah diatur dua undang-undang yang saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengalihan kewenangan tersebut belum tentu menghasilkan pendidikan yang lebih maju. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah provinsi untuk membuktikan bahwa  pendidikan yang dikelola oleh provinsi lebih baik atau lebih buruk dibanding dikelola oleh kabupaten/kota.
Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksaanaan kewenangan di bidang pendidikan menengah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi diJawa Baratadalah pengaturan dan pelaksanaannya belum harmonis dan sinergis,  baik antara UU Sisdiknas dengan UU Pemda maupun antara Perda Daerah Provinsi Jawa Barat  dengan UU Pemda,  serta pelaksanaannya belum sinergis antara susunan dan tingkatan Pemerintahan baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, maupun antara sekolah dengan pemerintah pusat dan daerah  Provinsi di Jawa Barat, terutama menyangkut UNBK dan pungutan kepada orang tua serta pelaksanaan kurikulum. Serta terkendala sengketa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan menengah merupakan kewenangan daerah provinsi sehingga asas yang tepat untuk masalah ini adalah asas lex posterior derogat legi priori sehingga UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku dan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 tentang Pemda yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan menengah di provinsi Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Konsep yang dapat dijadikan dasar pemikiran bagi pengaturan dan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikan antara  Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Provinsi di Jawa Barat untuk kemajuan pendidikan nasional adalah sinergitas, yaitu satu kesatuan yang utuh, kuat antara elemen satu dengan yang lainnya, saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan dengan syarat adanya komitmen, saling mempercayai, komunikasi yang efektif, bekerjasama, koordinasi serta menghilangkan faktor penghambat antara susunan dan tingkatan pemerintahan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sampai pada satuan pendidikan . Sinergitas sangat penting dan berperan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan masyarakat sejahtera, khususnya untuk kemajuan pendidikan nasional di Jawa Barat umumnya di Indonesia.

ABSTRACT
This dissertation aims to provide an overview and clarify the understanding of the regulation and implementation of the authority of the secondary education field between the central government and the West Java Provincial Government and to find a concept that can be used as a rationale for the regulation and implementation of authority in the field of education for the advancement of national education. Amendment of Law no. 32 of 2004 to Law no. 23 of 2014 on Regional Government aims to have a harmonious and synergistic relationship between levels and structure of government and to improve the effectiveness of government affairs. However, the arrangement of the secondary education affairs sector is regulated by two conflicting laws causing disputes over the authority of secondary education management by district/city governments throughout Indonesia. Such transfer of authority may not necessarily result in a more advanced education. This is a challenge for provincial governments to prove that education managed by provinces will be better or worse than managed by districts.
The research used is analytical descriptive with normative juridical approach method, that is test and study secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research conducted through two stages: literature study and field research, data analysis used is normative juridical analysis, namely data obtained and then compiled systematically comprehensive and integrated to achieve clarity of issues to be discussed.
The results of this dissertation research indicate that the regulation and implementation of authority in the field of secondary education between the central government and the Provincial Government in West Java is there are not harmonious and synergistic between regulation and implementation, both between the Law on National Education System and the Regional Government Law as well as between the Regional Regulation of West Java Province and the Regional Government Law, and the implementation is not synergistic between the Composition and the level of Government either between the Central Government and Provincial Government, as well as between schools with central and provincial government in West Java, especially concerning UNBK and levies to parents and curriculum implementation. As well as constrained disputes authority of secondary education management by district / city government. The Constitutional Court decided that secondary education is the authority of the provinces so that the right principle for this problem is the principle of Posterior Lex Derogate Legi Priori so that Law No. 20 of 2003 does not used anymore and Law No. 9 of 2015 on the Second Amendment to Law No. 23 on the local government which is applicable as the basis of the implementation of secondary education in all province of Indonesia.The concept that can be used as a rationale for the regulation and implementation of authority in the field of education between the Central Government and Provincial Government in West Java for the advancement of national education is the synergy, which is a unified whole, strong between the elements with each other, mutually reinforcing and can not be separated on the terms of commitment, mutual trust, effective communication, cooperation, coordination and eliminating inhibiting factors between the composition and levels of government both between the Central Government and Provincial Government until the educational unit . Synergy is very important and plays a role in all aspects of life to achieve a prosperous society, especially for the advancement of national education in West Java.
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